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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas 

dan Transparansi Pengelolaan dana desa pada Desa Liliriawang 

Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Variabel dalam penelitian 

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada 

Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan perta-

nggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Subjek 

penelitian ini adalah Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabu-

paten Bone dengan mengambil Informan empat (4) orang 

responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. 

Adapun responden tersebut adalah Kepala desa, Sekretaris desa, 

Bendahara desa, dan BPD. Pengumpulan data yang digunakan 

dengan teknik Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatitif Hasil 

penelitian ini yaitu menunjukan bahwa Akuntabilitas penge-

lolaan dana desa di Desa Liliriawang cukup baik karena pada 

tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban sudah sesuai Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. 

Untuk prinsip Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Liliriawang juga sudah cukup baik sesuai Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana 

desa. 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keua-

ngan Desa 

 

A B S T R A C T 

He research aims: to determine the accountability and 

transparency of village fund management in Liliriawang Village, 

Bengo District, Bone Regency. The variables in the research are 

Accountability and Transparency of Village Fund Management 

in Liliriawang Village,Bengo District, Bone Regency, from the 

planning, implementation, administration, reporting and acc-

ountability stages based on Minister of Home Affairs Regulation 

Number 20 of 2018 concerning village fund management. The 

population in this study was Liliriawang Village, Bengo District, 

Bone Regency, taking a sample of for (4) respondents who were 
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involved in village financial management. The respondents were 

the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and 

BPD. Data collection used documentation and interview tech-

niques. The data analysis technique in this research is descrip-

tive qualitative. The results of this study indicate that the accoun-

tability of village fund management in Liliriawang Village is 

quite good because at the Planning, Implementation, Adminis-

tration, Reporting and Accountability stages, it is in accordance 

with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 

of 2018 concerning Village Fund Management. The principle of 

transparency in the management of village funds in Liliriawang 

Village is also quite good in accordance with the Regulation of 

the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning 

village fund management. 

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial 

Management 
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PENDAHULUAN 

Dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 

merupakan alokasi anggaran dari APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk 

mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemerintahan desa. 

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 

pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan 

kebijakan terbaru yang mengatur secara spesifik tata kelola keuangan di tingkat desa. Tujuan 

utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan desa. Permendagri 20 Tahun 2018 juga bertujuan untuk memastikan 

bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan 

memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, kebijakan ini juga menuntut 

adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat 

dapat dengan mudah mengetahui bagaimana dana desa digunakan. 

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang 

telah diatur oleh pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penata-

usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 
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2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa 

Liliriawang menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan 

dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih mensejahterakan masya-

rakat desa (Faizah, 2022). 

Transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, terutama` dalam 

keterbukaan aparat desa dalam mengelola dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa 

harus bersifat terbuka dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan 

memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa (Nursida et al., 2022). Masalah yang 

kerap muncul dalam pengelolaan dana desa terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hing-

ga pelaporan, yang masih kurang dipahami oleh masyarakat. Transparansi serta partisipasi 

masyarakat juga belum dijalankan secara maksimal. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat-

lah penting di setiap tahap pengelolaan dana desa (Rosyan & Rahman, 2022). 

Salah satu masalah umum dalam pengelolaan dana desa adalah rendahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa. Banyak masyarakat yang merasa bahwa transparansi 

pemerintah desa terkait penggunaan dana desa masih kurang. Selain itu, masyarakat juga 

menilai bahwa pemerintah desa belum memberikan pertanggungjawaban yang memadai atas 

pengelolaan anggaran dana desa yang diterima (Mariana, 2021). 

Desa liliriawang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bengo 

Kabupaten Bone. Desa liliriawang memiliki anggaran dan realisasi dana desa dalam tiga tahun 

terakhir yang akan dijabarkan pada anggaran dan realisasi dana desa berikut: 

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Liliriawang 

Tahun Anggaran Realisasi 

Persentasi 

Realisasi 

Anggaran 

2022 Rp1.279.101.000,00 Rp1.279.101.000,00 100% 

2023 Rp1.145.572.000,00 Rp1.145.572.000,00 100% 

2024 Rp1.114.166.000,00 Rp1.114.166.000,00 100% 

Sumber: Dana Desa Liliriawang, 2024 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi dana Desa Liliria-

wang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, dilihat pada tahun 2021 anggaran dana desa yang 

diperoleh desa Liliriawang sebesar Rp1.279.101.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh 

sembilan juta seratus satu ribu rupiah). Pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar Rp1.145.-

572.000 (Satu miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan 
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pada tahun 2023 justru tambah menurun menjadi sebesar Rp Rp1.114.166.000,00 (Satu miliar 

seratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa 

realisasi anggaran di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sudah cukup baik. 

Meskipun terjadi penurunan jumlah anggaran dari tahun ke tahun, realisasi tetap mencapai 

angka 100%. Hal ini mencerminkan bahwa dana yang diterima oleh Desa Liliriawang telah 

dimanfaatkan secara penuh sesuai dengan rencana. Namun, penurunan anggaran dari tahun ke 

tahun dapat menjadi perhatian untuk mengevaluasi sumber pendanaan dan prioritas pemba-

ngunan desa. Selain itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap 

efisien dan berfokus pada kebutuhan utama masyarakat, karena masiih kurangnya pemahaman 

terkait pengelolaan dana desa yang baik agar lebih maksimal. 

Menurut Rosyan & Rahman (2022), keterbatasan dalam perbaikan dan pembangunan 

infrastruktur desa dapat disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan prioritas penggunaan 

dana desa, meskipun salah satu tujuan utama realisasi anggaran dana desa adalah pembangunan 

infrastruktur desa. 

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dana desa 

harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa. Agar pengelolaan dana desa, terutama dalam pembangunan infrastruk-

tur, dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik, diperlukan sistem yang memas-

tikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara 

jelas proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan 

dana desa (Rachmawati & Indudewi, 2024). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Dan Trasparansi Pengelolaan 

Dana Desa dan memilih objek penelitian di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten 

Bone, dengan merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

METODE 

Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan 

secara menyeluruh kompunen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan 

menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Desain penelitian juga memberikan prosedur 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. 

Penelitian ini akan meneliti mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

yang berada di Desa Liliriawang, dengan tujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan 
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transparansi dalam pengelolaan dana desa berlandaskan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Liliriawang. Untuk mencapai tujuan ini, penulis 

akan melakukan penelitian terhadap pejabat desa di desa Liliriawang dengan cara melakukan 

dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan dana desa apakah 

sudah akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tenta-

ng Pengelolaan Keuangan Desa. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu 

Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif yang digunakan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Liliriawang 

Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dengan cara melihat bagaimana penerapan akuntabilitas 

dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan prinsip akun-

tabilitas dan transparansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

Adapun Teknik analisis data akan dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, Penyajian 

Data, Analisis Data, dan kesimpulan 

HASIL 

Hasil Penelitian 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang 

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

Desa Liliriawang dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk pertanggungawaban tersebut 

bisa dilihat dari beberapa tahap sebagai berikut: 

1) Tahap Perencanaan 

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan 

belanja dalam waktu tertentu, yang dimana dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan 

desa, perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa) Proses penyusunan APBDes di Desa Liliriawang diawali dengan pembuatan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Pemerintah Desa Liliriawang 

membuat RPJMDesa ini pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala 

Desa. Program yang dimuat dalam RPJMDesa periode 2022-2027 kemudian dijabarkan dalam 

RKPDesa Liliriawang lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan desa yang disusun 

melalui musyawarah Desa, RKP yang telah disusun lalu di sampaikan ke kepala Desa untuk di 

evaluasi, setelah di evaluasi baru bisa disepakati oleh kepala Desa bersama dengan BPD. 
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Berdasarkan dari ulasan tersebut bisa disimpulkan bahwa indikator pertama terpenuhi. 

Penyusunan RPJMDesa pemerintah desa wajib melakukan keikutsertaan anggota masya-

rakat. Dalam hal ini bertujuan agar masyarakat bisa ikut andil dalam menentukan dan memu-

tuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan Untuk itu desa mengadakan forum yang 

disebut Musdes, yang dimana merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa 

yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji. Menentukan dan menyepakati 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan yang ada di desa, dalam hal ini juga masyarakat setempat. 

Di Desa Liliriawang sendiri Musdes diadakan pada tanggal 25 September 2023 yang terdiri 

dari 16 peserta rapat antara lain kepala Desa dan unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil 

kelompok masyarakat Dengan alasan tersebut indikator kedua terpenuhi. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan di desa Liliriawang hal pertama yang dilakukan adalah penga-

juan pendanaan desa untuk melakukan kegiatan desa. Mekanisme pencairan dana desa sendiri 

teridiri dari beberapa tahap yg harus dilakukan Pertama-tama dibentuk PKA (Pelaksana 

Kegiatan Anggaran) dalam hal ini terdiri dari sekertaris Desa dan dibantu oleh Kasi dan Kaur 

Pemerintahan. Merekalah yg mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP (Surat 

Permintaan Pembayaran) ke Kepala Desa, yang diverifikasi oleh sekertaris desa, lalu kemudian 

disetor ke kepala Desa untuk disetujui SPP yang sudah disetujui kemudian dikirim ke Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten untuk diverifikasi kembali, jika 

sudah memenuhi syarat, DPMD memberikan rekomendasi pencairan ke bank rekening desa. 

Setelah itu barulah Bendahara Desa bisa mencairkan dana desa melalui rekening kas Desa 

Pelaksanaan kewenangan desa di desa Liliriawang dalam hal ini semua yang terkait peneri-

maan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, dalam hal ini 

menjadi tanggungjawab dari Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan desa, bendahara desa 

menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu buku kas umum. Buku kas umum 

digunakan oleh bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin, melam-

pirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di 

desa Liliriawang bendahara melakukan rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, 

ini sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDesa Untuk itu dengan alasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator sudah terpenuhi. 

 

3) Tahap Penatausahaan 
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Pada tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Liliriawang, Bendahara Desa 

melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku 

setiap akhir bulan secara teratur, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Tutup buku yang dilakukan oleh bendahara desa di desa Liliriawang 

mencakup rekapitulasi seluruh transaksi keuangan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku 

Pembantu Pajak. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dan 

pengeluaran yang bersifat cash tunai, buku pembantu pajak berfungsi untuk mencatat 

penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas 

Negara. Yang kemudian dilaporkan oleh Bendahara Desa sebagai laporan pertanggungjawaban 

kepada kepala desa melalui sekertaris desa setiap akhir bulan. Dengan alasan tersebut semua 

indikator telah terpenuhi. 

 

4) Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. 

Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/-

Walikota Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan 

paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Pemerintah desa Liliriawang telah 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama yang dibuat oleh 

sekertaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Pada proses pelaporan penggunaan dana desa 

kepala desa harus tepat waktu, karena jika terlambat maka bupati berhak menunda pencairan 

dana berikutnya dan akan mendapatkan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari 

kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Dalam proses pelaporan, pemerintah desa juga 

telah melampirkan bukti-bukti pendukung, seperti dokumen laporan tertulis, tanda terima dari 

pihak kecamatan, serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan 

tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga disertai dengan bukti fisik penyampaian 

laporan. Oleh karena itu, indikator pertama dalam tahap pelaporan dinyatakan terpenuhi karena 

pelaporan telah dilakukan tepat waktu dan disertai dengan bukti pendukung yang lengkap 

sesuai ketentuan.  

 

5) Tahap Pertanggungjawaban 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa 

pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk laporan 

Pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Bupti/Walikota melalui Camat setiap 
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akhir tahun anggaran. Di dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Agus (2019) dengan 

judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa 

Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara” hasil penelitian menunjuk-

kan bahwa penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di 

Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik. Bentuk dari pertang-

gungjawaban Pemerintah Desa Liliriawang terhadap pengelolaan dana desa yaitu dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang disampaikan kepada Bupati 

Bone melalui Camat Bengo Laporan tersebut terdiri dari pendapatan belanja, dan pembiayaan 

Desa Liliriawang. 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang 

Penelitian ini, menggunakan pengukuran variabel transparansi dengan menggunakan 

rumus IKK yang berpedoman pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan 

dalam penelitian ini bahwa pemerintah desa Liliriawang dalam penggelolaan dana desanya 

mencapai 100% . Dari hasil analisis tersebut bisa diketahui bahwa pemerintah desa Liliriawang 

dalam menerapkan akuntabilitas pengeloaan dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi adalah prinsip keterbukaan agar masyarakat desa 

mengetahui dan bisa mendapakan akses informasi tentang keuangan desa. Asas yang membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan perbuatan 

tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undang.  

Dilihat dari Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti (2018) dengan judul Analisis 

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan 

Ulakan Tapakis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Dana 

Desa dalam format Nagari Ulakan telah mengikuti Permendagri 113 Tahun 2014, namun pela-

porannya tidak dilakukan tepat waktu. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Nagari Ulakan 

mengarah pada Permendagri 113 tahun 2014, kelemahan Nagari Ulakan adalah proses pelapo-

rannya langsung dilaporkan ke Bupati tanpa melalui camat. Secara garis besar pengelolaan 

Dana Desa di Nagari Ulakan sudah mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014, namun imple-

mentasinya belum efektif. 

Penerapan transparansi di Desa Liliriawang dalam pengeloaan dana desanya ada bebe-
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rapa indikator yang belum dijalankan pemerintah desa Liliriawang dan tidak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pencataan kas masuk dan kas keluar 

yang dijalankan belum bisa dilihat oleh masyarakat umum terkait pengelolaan dana desa. 

Bentuk transparansi dalam pemerintah desa Liliriawang terhadap pengelolaan dana desanya 

yaitu hanya dengan adanya papan informasi spanduk APBDesa yang di pasang di samping 

kantor desa Liliriawang. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah dilakukan, dan sudah di bahas pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik simpulannya, berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 

yaitu akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang dengan tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada penerapan prinsip transparansi 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Liliriawang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah terealisasikan di karenakan 

dengan adanya papan informasi melalui baliho/spanduk yang telah dipajang disamping kantor 

Desa Liliriawang. 
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